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Abstrtract

Green economy is relatively a new concep, although in fact it is an advancement of sustainable development
concept. Environment based sustainable development is a very popular concept in the west. Indonesia has been
implemented this concept for a long time, which is known as “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup”. In the context of climate change and green economy, Indonesian National Planning Bureau
(Bappenas) has launched the Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). The ICCSR elaborates
strategies of nine sectors including forestry, energy, industry, transportation, waste, agriculture, marine and fisher,
water resources and health, in order to anticipate the impact of climate change up to 2030. Ministry of Finance
has an important role in the ICCSR, to direct the fiscal policy to support renewable energy development including
geotermal, to improve forest revenue, to access REDD carbon market, and to create incentive mechanism for
sustainable forest management at the local level.

Key words: Green economy; Sustainable development,; Green industry, Green budgeting

Abstrak

Konsep green economy merupakan suatu konsep yang relatif baru, namun konsep ini sejatinya merupakan
pengembangan dari suistainable development. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup
sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Konsep ini sudah lama dijalankan oleh pemerintah Indonesia
yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam konteks perubahan
climate change dan green economy, Bappenas telah meluncurkan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap
(ICCSR). ICCSR ini memuat strategi sembilan sektor, yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah,
pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya air, dan kesehatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim
hingga tahun 2030 ke depan. Sehubungan dengan ICCSR di atas maka peran Kementerian Keuangan sangat vital.
Untuk itu kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk mendorong pengembangan energi panas bumi dan energi
terbarukan, memperbaiki hasil hutan dan mengakses pasar karbon REDD dan isu terkait dengan pendapatan dari
sektor kehutanan, serta mekanisme insentif kehutanan daerah.

Kata Kunci: Ekonomi hijau; Pembangunan berkelanjutan; Industri hijau; Pembiayaan hijau

I. PENDAHULUAN

perubahan iklim dan pemanasan global semakin
mengurangi sustainabilitas bumi dalam memenuhi
kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia di

1.1 LATAR BELAKANG dunia.

Dewasa ini berbagai negara dihadapkan pada Menyadari permasalahan di atas, pada abad

masalah degradasi sumber alam, seumber daya
energi, lingkungan, dan sumber daya pangan.
Eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan
semakin memperburuk sumber daya lingkungan
karena perilaku umat manusia yang tidak ramah
lingkungan. Sementara itu, ancaman akibat

ke-21 mulai dikembangkan konsep pembangunan
berkelanjutan, yaitu suatu pembangunan yang
sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini, tetapi
tidak membahayakan kesempatan bagi generasi
yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan
mereka (United Nations Division for Sustainable



Development 2007). Konsep ini tidak hanya
berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, namun
juga mencakup tiga lingkup kebijakan, yakni
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan
perlindungan lingkungan.

Di Indonesia konsep pembangunan
berkelanjutan sudah dimulai sejak tahun 1970-
an, namun hingga sekarang masih cenderung
fokus pada pembangunan ekonomi, bahkan
pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung
jangka pendek. Akibatnya, kualitas pertumbuhan
ekonomi semakin memburuk, apalagi dengan
keterbatasan APBN dan sumber daya yang kita
miliki sehingga tidak mengherankan apabila
pengambil kebijakan lebih memilih jalan
pintas, yang cepat kelihatan hasilnya, kurang
memperhatikan keberlanjutannya (Sri Adiningsih,
2007).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa model
pembangunan ekonomi yang dikembangkan hanya
menggerakkan pembangunan ekonomi yang
cenderung ekstraktif dan berjangka pendek. Tanpa
menafikan adanya perbaikan kualitas sumber
daya dan lingkungan, namun secara umum dapat
dikatakan bahwa upaya mempertahankan fungsi
lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam
secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.
Sementara itu, sinyal indikator pertumbuhan
ekonomi seperti Produk Domestik Bruto/Produk
Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB), dan
tingkat inflasi tidak diiringi dengan informasi
tentang nilai susutnya sumber daya alam (deplesi)
dan rusaknya serta tercemarnya lingkungan
(degradasi).

Bercermin pada kondisi di atas, kini mulai
dikembangkan pendekatan Ekonomi Hijau (Green
economy approach). Green economy ini merupakan
suatu model pendekatan pembangunan ekonomi
yang tidak lagi mengandalkan pembangunan
ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam
dan lingkungan yang berlebihan. Ekonomi hijau
merupakan suatu lompatan besar meninggalkan
praktik-praktik ekonomi yang mementingkan
keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan
berbagai permasalahan yang mendesak untuk
ditangani termasuk menggerakkan perekonomian
yang rendah karbon (Pearce et al., 1992).

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui salah satu
badan organisasinya, United Nations Programme
(UNEP) bahkan telah meluncurkan Green
Economy Inisiatives (GEI) untuk mendorong
penerapan green economy oleh negara-negara
anggotanya sejak bulan November 2008. Hal
ini didasari bahwa pertumbuhan ekonomi dunia
selama 50 tahun terakhir ternyata diikuti oleh
penurunan kualitas lingkungan yang sangat parah.
Sejak tahun 1981 sampai dengan 2005, Gross
Dpmestic Product (GDP) dunia naik lebih dari
100% tetapi pada periode yang sama ekosistem
dunia rusak atau yang digunakan dengan cara
yang tidak berkelanjutan lebih dari 60% (http://
WWwWw.greeneconomics.net).

Pemerintah Indonesia pun menyadari
pentingnya penerapan dan pelaksanaan green
economy secara terarah dan menyeluruh. Untuk itu,
harus ditunjang oleh kebijakan pemerintah untuk
menjamin keberhasilan penerapannya, seperti
yang telah ditetapkan oleh Kabinet Indonesia
Bersatu II dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014
sebagai dasar pengembangan perekonomian
Indonesia.

Dalam konteks green economy, pertanyaan
yang timbul adalah

1. Sejauh mana kerusakan lingkungan hidup
yang dihadapi Indonesia sehingga peme-
rintah dipandang perlu menerapkan green
economy?

2. Kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah
dilakukan pemerintah dalam rangka imple-
mentasi green economy?

3. Bagaimana peranan Kementerian Keuan-
gan dalam mendukung implementasi green
economy.

1.3 TusuaN
Tujuan penulisan paper ini adalah

1. Menganalisis masalah lingkungan hidup di
Indonesia,

2. Menganalisis kebijakan green economy di
Indonesia, dan

3. Menganalisis  peranan  Kementerian
Keuangan dalam mengimplementasikan
green economy.



1.4 METODOLOGI

Penulisan paper ini berdasarkan penelitian
dengan menggunakan metode eksplorasi literatur
yang dipadukan dengan metode eksplorasi
persepsi para stakeholder di lingkungan
Kementerian Keuangan. Metode eksplorasi
literatur menyajikan suatu teori terkait dengan
green economy berikut implementasinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KoNsEp PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan
harus didasarkan pada konsep pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable development), yakni
pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan
kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
Istilah ini untuk pertama kalinya diperkenalkan
dalam World Conservation Strategy (Strategi
Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh UNEP,
International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN), dan World Wide
Fund for Nature (WWF) pada tahun 1980.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini
kemudian dipopulerkan melalui laporan WCED
berjudul “Our Common Future” (Hari Depan
Kita Bersama) yang diterbitkan pada tahun
1987. Laporan ini mendefinisikan pembangunan
berkelanjutan sebagai pembangunan yang
memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa
mengurangi kemampuan generasi mendatang
untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Di dalam konsep tersebut terkandung dua
gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan,
khususnya kebutuhan esensial kaum miskin
sedunia yang harus diberi prioritas utama.
Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber
pada kondisi teknologi dan organisasi sosial
terhadap kemampuan lingkungan untuk
memenuhi kebututuhan kini dan hari depan.
Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial
harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di
semua negara, baik negara maju maupun negara
berkembang.

Pokok perhatian dalam pembangunan
berkelanjutan adalah hubungan antara ekonomi
dan ekologi (Panayotou, 1994). Menurut
Barbier (1993), ilmu pengetahuan dan teknologi
merupakan kunci yang dapat mengharmonisasikan
ekonomi dengan lingkungan. Selanjutnya, konsep
pembangunan berkelanjutan ini dibangun dengan
tiga pilar utama yang secara seimbang saling
tergantung dan saling memperkokoh, yaitu
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui tiga pilar
ini diharapkan pembangunan akan berimplikasi
setidaknya pada tiga hal, yakni (i) produksi
harus dilakukan dengan menggunakan sumber
alam yang seefisisien mungkin, (ii) pertumbuhan
ekonomi harus tersebar dan mempunyai dampak
terhadap lingkungan yang terkelola secara
seimbang, (iii) konflik kepentingan dalam
penggunaan sumber alam harus dikelola secara
baik dan adil agar menghasilkan produksi yang
memberi kemanfaatan yang maksimal.

Menurut Perman et al. (1996) dalam Fauzi
(2004), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa
pembangunan ekonomi harus berkelanjutan.
Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi
kini yang menikmati barang dan jasa yang
dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan
memiliki kewajiban moral untuk menyisakan
layanan sumber daya alam tersebut untuk
generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut
mencakup tidak mengekstraksi sumber daya
alam yang merusak lingkungan sehingga
menghilangkan kesempatan bagi generasi
mendatang untuk menikmati layanan yang sama.
Kedua, menyangkut alasan ekologi, di mana
keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki
nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga
aktivitas ekonomi harusnya tidak diarahkan
pada hal-hal yang mengancam fungsi ekologi
tersebut. Ketiga, menyangkut alasan ekonomi,
di mana alasan ini dari sisi ekonomi memang
masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui
apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau
belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi
ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks
sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi
ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran
kesejahteraan antargenerasi (intergenerational
welfare maximization).



2.2 INDIKATOR PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan tidak saja
berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih
luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan
mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan
ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan
lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama
dokumen hasil World Summit 2005 menyebut
ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan
merupakan pilar pendorong bagi pembangunan
berkelanjutan.

Scheme of sustainable development: at the
confluence of three preoccupations.

Berdasarkan Deklarasi Universal
Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001), skema
pembangunan berkelanjutan pada titik temu
tiga pilar tersebut, lebih jauh menggali konsep
pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan
bahwa:

“.keragaman budaya penting bagi manusia
sebagaimana pentingnya keragaman hayati
bagi alam”. Dengan demikian, “pembangunan
tidak hanya dipahami sebagai pembangunan
ekonomi, namun juga sebagai alat untuk
mencapai kepuasan intelektual, emosional,
moral, dan spiritual”.

Dalam pandangan ini, keragaman budaya
merupakan kebijakan keempat dari lingkup
kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan hijau pada umumnya
dibedakan dari pembangunan bekelanjutan, di
mana pembangunan hijau lebih mengutamakan
keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan
ekonomi dan budaya. Pendukung pembangunan
berkelanjutan berargumen bahwa konsep

ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan
menyeluruh di mana pemikiran mutakhir dari
pembangunan hijau sulit diwujudkan. Sebagai
contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi
pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan
biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat
berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya
keuangan yang terbatas.

Beberapa riset memulai dari definisi ini
untuk berargumen bahwa lingkungan merupakan
kombinasi dari alam dan budaya. Network of
Excellence “Sustainable Development in a
Diverse World” SUS.DIV, yang disponsori oleh
the European Union, bekerja pada jalur ini.
Mereka mengintegrasikan kapasitas multidisiplin
dan menerjemahkan keragaman budaya sebagai
kunci pokok strategi baru bagi pembangunan
berkelanjutan.

Beberapa peneliti lain melihat tantangan
sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi
kegiatan pembangunan. Hal ini nyata di dalam
konsep keberlanjutan usaha yang mengerangkai
kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi
perusahaan privat untuk menyediakan solusi
inovatif dan kewirausahaan. Pandangan ini
sekarang diajarkan pada beberapa sekolah
bisnis yang salah satunya dilakukan di Center
for Sustainable Global Enterprise at Cornell
University.

Berbagai lembaga telah berusaha mengukur
dan memantau perkiraan atas apa yang
mereka pahami sebagai keberlanjutan dengan
mengimplementasikan apa yang disebut dengan
matriks dan indikator keberlanjutan. Secara
umum indikator pembangunan berkelanjutan
berhubungan erat dengan beberapa aspek, yakni
aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial,
politik, dan budaya. Djajadiningrat (2005)
dalam buku Suistainable Future: Menggagas
Warisan Peradaban bagi Anak Cucu, Seputar
Pemikiran Djajadiningrat, menyatakan bahwa
dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat
aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan,
yaitu (i) keberlanjutan ekologis, (ii) keberlanjutan
di bidang ekonomi, (iii) keberlanjutan sosial
dan budaya, (iv) keberlanjutan politik, dan (v)
keberlanjutan pertahanan keamanan.

Sementara itu Prof. Otto Soemarwoto dalam
Sutisna (2006), mengajukan enam tolok ukur



pembangunan berkelanjutan secara sederhana
yang dapat digunakan, baik untuk pemerintah
pusat maupun daerah untuk menilai keberhasilan
seorang Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan
proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolok
ukur itu, adalah pro—lingkungan hidup; pro—rakyat
miskin; pro—kesetaraan jender; pro—penciptaan
lapangan kerja; pro—dengan bentuk (NKRI) dan
harus anti-korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN).

Tolok ukur pro-lingkungan hidup (pro-
environment) dapat diukur dengan berbagai
indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian,
misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah
(semakin berkurang atau tidak), nisbah debit
air sungai dalam musim hujan terhadap musim
kemarau, dan kualitas udara. Berbagai bentuk
pencemaran lingkungan dapat menjadi indikator
yang mengukur keberpihakan pemerintah
terhadap lingkungan. Terkait dengan tolok
ukur pro-lingkungan ini, Syahputra (2007)
mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi
rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan yang
dapat dijadikan indikator, yaitu

e Menempatkan suatu kegiatan dan proyek
pembangunan pada lokasi secara benar
menurut kaidah ekologi.

e Pemanfaatan sumber daya terbarukan (re-
newable resources) tidak boleh melebihi
potensi lestarinya sertaupaya mencari peng-
ganti bagi sumber daya takterbarukan(non-
renewable resources).

e Pembuangan limbah industri dan rumah
tangga tidak boleh melebihi kapasitas
asimilasi pencemaran.

e Perubahan fungsi ekologis tidak boleh me-
lebihi kapasitas daya dukung lingkungan
(carrying capacity).

2.3 Konser GREEN Economy

Salah satu ancaman dan juga tantangan atas
kelangsungan pembangunan ekonomi nasional
adalah dunia yang sudah berubah. Dunia sekarang
ditandai oleh berlangsungnya proses globalisasi
yang membawa konsekuensi bahwa setiap
fenomena perubahan di salah satu bagian dunia
atau pada bidang tertentu akan dengan cepat
berpengaruh pada fenomena lain atau meluas
ke bagian dunia yang lain. Dari segi ekonomi,

perekonomian sistem pasar sekarang sedang
meluas menjadi sistem dengan satu pasar, yaitu
pasar global. Tidak ada satu negara pun dapat
mengisolasikan diri dari dunia luar. Namun,
perubahan dunia ini juga memberikan peluang
pada pembangunan ekonomi nasional bila
dikelola dengan baik.

Peningkatan ketahanan ekonomi nasional
menjadi bagian penting dalam menghadapi
globalisasi yang dapat menghasilkan dampak
positif maupun negatifnya. Suatu negara
mempunyai ketahanan ekonomi bila mempunyai
kemampuan ekonomi yang tidak tergoncangkan
oleh ketidakpastian yang ditimbulkan oleh
globalisasi, serta mampu memberi kesejahteraan
yang meningkat kepada rakyatnya melalui
pembangunan.

Sehubungan dengan permasalahan di atas,
berkembanglah konsep ekonomi hijau (green
economy). Namun, hubungan antara konsep
green economy dengan konsep terkait lainnya
belum jelas. Hal ini mengundang pertanyaan apa
yang dimaksud dengan green economy (Sheng
Fulai, 2010). Ketidakjelasan ini menimbulkan
pertanyaan apakah belum ada perangkat lain
untuk batas ruang bagi negara berkembang
untuk mencapai pembangunan dan pengurangan
kemiskinan.

Ada beberapa pandangan antara negara-
negara maju dan negara-negara berkembang
tentang bagaimana konsep green economy
dipahami dalam konteks pembangunan
berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan;
serta bagaimana di tingkat nasional menanggapi
konsep ini untuk menghindari “proteksionisme
hijau” dalam perdagangan, dan pendanaan bagi
negara-negara berkembang.

Perbedaan mendasar dalam proses-proses
pembangunan serta struktur ekonomi dan
masyarakat antara negara-negara maju dan
negara-negara berkembang tertuang dalam prinsip
umum, namun berbeda dalam tanggung jawab
dan kemampuan antara negara-negara maju dan
negara-negara berkembang. Pembedaan ini juga
merujuk kepada kenyataan bahwa tidak ada model
tunggal bagi pembangunan berkelanjutan yang
cocok untuk semua negara, demikian pula dengan
pendekatan green economy. Untuk itu, definisi
green economy mensyaratkan adanya fleksibilitas



pada tingkat tertentu dan juga mempertimbangkan
perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, sosial,
dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap
negara.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa tahun 2009 telah memutuskan untuk
menyelenggarakan Konferensi Pembangunan
Berkelanjutan pada tahun 2012 di Brazil.
Konferensi ini menandai 20 tahun setelah
Pertemuan tingkat tinggi Rio tahun 1992 yang
melahirkan agenda pembangunan berkelanjutan.
Konferensi tahun 2012 mendatang bertujuan
untuk memastikan pembaharuan komitmen
politik terhadap pembangunan berkelanjutan,
menilai kemajuan sampai saat ini, serta menilai
kesenjangan antara hasil pertemuan tingkat
tinggi pembangunan berkelanjutan dengan
pelaksanaanya, juga menanggapi kemunculan
berbagai tantangan baru. Untuk itu, konferensi
akan difokuskan pada beberapa isu, di antaranya
mengenai pendekatan green economy dalam
konteks pembangunan berkelanjutan dan
penghapusan kemiskinan serta kerangka kerja
institusional bagi pembangunan berkelanjutan.

Beberapa delegasi meminta agar Departemen
Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNDESA-United Nations
Department of Economic and Social Affairs),
Program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
Lingkungan (UNEP), dan organisasi terkait
lainnya bekerja sama menyiapkan sebuah kajian
untuk Komite Persiapan 2 (PrepCom 2) yang
akan menaksir manfaat dan tantangan serta risiko
dari transisi menuju green economy. Mereka juga
mengusulkan mempersiapkan kajian tersebut
dengan asistensi para ilmuwan dari negara-negara
maju dan negara-negara berkembang. Kajian
tersebut harus mengangkat isu: implikasi terhadap
kebijakan ekonomi atas upaya transisi menuju
ekonomi hijau; potensi hilangnya daya saing
beberapa industri, hilangnya sumber-sumber
keunggulan komparatif beberapa negara; risiko
proteksionisme lingkungan yakni legitimasi
subsidi lingkungan tertentu yang bisa mendistorsi
perdagangan; potensi ekonomi lingkungan
terhadap penghapusan kemiskinan dengan
menciptakan dukungan berkelanjutan.

Keragaman pandangan mengenai pendekatan
green economy disampaikan oleh delegasi-

delegasi pemerintah, komisi-komisi regional
PBB, dan Kelompok-kelompok utama PBB atau
major group. Kelompok-kelompok utama adalah
kategori kelompok yang diakui menurut Agenda
21 dan konsituten-konstituen yang memiliki hak
istimewa untuk mengamati dan berpartisipasi
dalam Komisi Pembangunan Berkelanjutan serta
proses konferensi 2012. Kelompok-kelompok
tersebut adalah kelompok perempuan, masyarakat
adat, tani, anak dan pemuda, buruh dan serikat
pekerja, pemerintahan, ilmuwan dan komunitas
teknologi, bisnis dan industri.

Meskipun konsep green economy masih
menjadi perdebatan, beberapa lembaga
internasional sudah mulai mendefinisikan
konsep ini. Di antara adalah lembaga tersebut
adalah UNEP (2009) yang mendefinisikan green
economic adalah

“Greening the economy refers to the process of
reconfiguring businesses and infrastructure
to deliver better returns on natural, human
and economic capital investments, while at the
same time reducing greenhouse gas emissions,
extracting and using less natural resources,
creating less waste and reducing social
disparities) ”,

Definisi lain tentang green economy
yang didapat adalah ekonomi dari dunia yang
sesungguhnya, dunia dari pekerjaan, kebutuhan
manusia, bahan baku dari bumi dan bagaimana
semua hal tersebut digabungkan menjadi satu
secara harmonis. Green Economics adalah tentang
‘use-value’ bukan ‘exchange-value’; tentang
kualitas bukan kuantitas; tentang ‘re-generation’
dari individu, komunitas dan ekosistem bukan
tentang ‘akumulasi’ dari uang ataupun material
(www.unep.org/greeneconomy).

Pengertian green economy lebih luas
cakupannya dibandingkan Low-Carbon Economy
(LCE) atau Low-Fossil-Fuel Economy (LFFE),
yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan output
minimal terhadap emisi Green Houses Gas (GHG)
yang dilepaskan (www.unep.org/greeneconomy).
Green economy adalah model ekonomi baru yang
berkembang dengan sangat pesat, yang bertolak
belakang dari model ekonomi sekarang (black
economic model) yang menggunakan fossil fuels.
Green economy didasarkan pada pengetahuan
ecological economics yang membahas tentang



ketergantungan manusia secara ekonomis
terhadap ekosistem alam dan akibat dari efek
aktivitas ekonomi manusia terhadap climate
change dan global warming.

UNEP menyatakan bahwa penerapan green
economy dapat terlihat melalui: (i) peningkatan
investasi public dan private di sektor green, (ii)
peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan
kerja di sektor green, (iii) peningkatan GDP dari
sektor green, (iv) penurunan penggunaan energi/
sumber daya per unit produksi, (v) penurunan
level CO, dan polusi /GDP, dan (vi) penurunan
konsumsi yang banyak menghasilkan limbah.

Adapun bentuk implementasi kebijakan yang
pro green economy pada level internasional antara
lain dalam bentuk (i) perjanjian perdagangan
multilateral dan bilateral untuk jalur barang
dan jasa yang berhubungan dengan lingkungan,
(i1) bantuan internasional untuk mendukung
penerapan green economy, (iii) aktivasi pasar
karbon global, (iv) pengembangan pasar global
untuk servis ekosistem, (v) pengembangan dan
transfer teknologi yang ramah lingkungan, dan
(vi) koordinasi internasional dalam implementasi
paket stimulus green.

Lebih lanjut, UNEP mencanangkan bahwa
keberhasilan penerapan green economy akan
menghasilkan:

1. 20 juta pekerjaan di bidang energi terba-
rukan pada tahun 2030 (sekarang baru 2,3
juta)

2. Pasar sebesar 658 miliar USD untuk suplai
air bersih, sanitasi dan efisiensi air bersih
pada tahun 2020 (sekarang baru mencapai
253 miliar USD)

3. Di EU & US: green building akan mencip-
takan lapangan kerja sejumlah 2-3,5 juta

4. Pertanian organik yang menciptakan 30%
lebih banyak pekerjaan/hektare

5. China: 10 juta pekerjaan di bidang recycle
dan energi terbarukan yang akan meng-
hasilkan 17 miliar USD/tahun dan mem-
buka lapangan kerja untuk 1 juta pekerja.

UNEP mengembangkan GEI yang dirancang
untuk mendukung negara-negara dalam ‘greening’
ekonomi mereka melalui pencanangan dan
pemfokusan kebijakan-kebijakan, investasi-
investasi, dan pembelanjaan pemerintah menuju
beberapa sektor, seperti teknologi bersih,
energi terbarukan, penggunaan air, transportasi
hijau, pengolahan limbah, green buildings
(conmstruction), pertanian dan kehutanan yang
berkelanjutan.

GEI telah diluncurkan oleh UNEP sejak
bulan Oktober 2008 yang ditujukan untuk
memotivasi dan mendukung negara-negara agar
berinvestasi di green economy untuk kepentingan
umat manusia khususnya penduduk miskin, dan
rentan terpengaruh kepentingan ekonomi dan
lingkungan. Pendanaan untuk GEI didukung oleh
Norwegia, Swiss, Inggris, dan UN Foundation dan
diimplementasikan oleh badan-badan di bawah
UN secara menyeluruh.

GEI fokus pada hubungan positif antara
menjadi ‘green’ dan pertumbuhan ekonomi/
penciptaan lapangan kerja/pengurangan
kemiskinan. GEI mempromosikan sektor-sektor
hijau dan mendorong negara-negara berkembang
untuk menuju ekonomi modern. GEI juga
berpotensi untuk mengatasi tantangan-tantangan
yang dihadapi oleh manusia saat ini, seperti resesi,
kelaparan, dan kurang gizi. GEI dilakukan pada
tiga tingkat secara simultan, yaitu global, regional,
dan nasional.

Terdapat tiga pilar utama dalam GEI, yaitu
meningkatkan nilai dan pengarusutamaan sumber
daya alam pada tingkat nasional dan internasional,
pengembangan lapangan kerja melalui ‘green job’
dan penetapan kebijakan-kebijakan, penggunaan
instrumen untuk mengakselerasi transisi menuju
green economy.

Pada awalnya GEI dicanangkan sebagai
proyek selama dua tahun, tetapi kemudian
berkembang bahkan mencakup inisiatif badan
PBB lainnya untuk meningkatkan investasi di
bidang lingkungan yang mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan
kerja, dan pengurangan kemiskinan.



III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 PERMASALAHAN LINGKUNGAN Hipup
p1 INDONESIA

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
memerlukan sumber daya alam, berupa tanah,
air, dan udara dan sumber daya alam lain
yang termasuk ke dalam sumber daya alam,
baik terbarukan maupun yang tak terbarukan.
Namun, harus disadari bahwa sumber daya alam
yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di
dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang
ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya.
Sumber daya alam tertentu juga mempunyai
keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh
sebab itu, diperlukan pengelolaan sumber daya
alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan
dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat.
Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh
keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga
aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan
lingkungan di sekitarnya.

Keberadaan sumber daya alam, air, tanah, dan
sumber daya lain menentukan aktivitas manusia
sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan
air. Sebaliknya, ada pula aktivitas manusia yang
sangat memengaruhi keberadaan sumber daya dan
lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumber daya
alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia.
Banyak contoh kasus pencemaran dan kerusakan
lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas
manusia, seperti pencemaran udara, pencemaran
air, pencemaran tanah, dan kerusakan hutan yang
kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia,
yang pada akhirnya akan merugikan manusia, itu
sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak
dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya
alam. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang
tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung
lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas
lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan
kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan
lingkungan yang dapat diidentifikasi dari
pengamatan di lapangan, khususnya dalam
hubungannya dengan pengelolaan lingkungan
hidup di era otonomi daerah.

Perbedaan kepentingan tujuan pembangunan
secara nyata telah menimbulkan konflik
kepentingan antara tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dengan tujuan pelestarian
lingkungan, baik lingkungan alam (nature)
maupun sosial masyarakat (society). Kenyataan
menunjukkan bahwa masih banyak negara yang
melakukan pembangunan dengan mengorbankan
faktor lingkungan demi mengejar keuntungan
secara ekonomi saja (single bottom line
development).

Pembangunan yang hanya berorientasi
pada memaksimumkan keuntungan sudah dapat
dipastikan bersifat eksploitatif dan berdimensi
jangka pendek. Sementara itu, pembangunan
nasional harus berorientasi jangka panjang atau
dikenal dengan pembangunan berkelanjutan agar
selaras, serasi, dan seimbang antara tiga pilar
utama pembangunan yang dikenal dengan 3P
yaitu ekonomi (profif), lingkungan (planet), dan
sosial (people). Dengan demikian, pembangunan
berkelanjutan harus mengedepankan ketiga faktor
tersebut (Hemawan, 2010)

Di Indonesia konsep pembangunan
berkelanjutan telah diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam melaksanakan pembangunan nasional
perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan
berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai
dengan hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan
Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun
1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup
KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992
yang menyepakati prinsip dalam pengambilan
keputusan pembangunan harus memperhatikan
dimensi lingkungan dan manusia serta KTT
Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg
Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi
kemerosotan kualitas lingkungan hidup.

Harus diakui bahwa hingga saat ini kontribusi
terbesar dalam menyumbang pertumbuhan
ekonomi dan sumber devisa serta modal
pembangunan adalah dari sumber daya alam.
Hal ini dapat dilihat dari kontribusi ekspor migas
yang terus mengalami peningkatan, yakni dari
21,95% pada tahun 2000 menjadi 42,44% pada
tahun 2010. Hal ini belum memperhitungkan
ekspor sumber daya alam lainnya, seperti batu



bara, dan nikel yang juga memberikan kontribusi
pada kerusakan lingkungan.

Sementara itu apabila dilihat dari
kontribusinya terhadap penerimaan negara yakni
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
bersumber dari sumber daya alam dari tahun ke
tahun juga menunjukkan adanya peningkatan.
Pada tahun 2006 realisasi penerimaan PNBP
dari sumber daya alam mencapai Rp167,5 triliun

atau 26,32% dari total penerimaan negara dan
pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp269,2
triliun atau kontribusinya terhadap penerimaan
negara naik menjadi 27,12%. Dengan demikian
sumber daya alam mempunyai peranan penting
dalam perekonomian Indonesia baik pada masa
lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga,
dalam penerapannya harus memperhatikan apa
yang telah disepakati dunia internasional.

Tabel 1. Perkembangan Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia 2000-2010

Dalam juta USD
Tahun Ekspor Migas % Ekspor Non Migas % Total
2000 13,634 21,95 48,483 78,05 62,117
2001 13,078 23,22 43,237 76,78 56,315
2002 12,231 21,40 44,921 78,60 57,152
2003 14,495 23,74 46,558 76,26 61,053
2004 17,275 24,13 54,304 75,87 71,579
2005 19,644 22,93 66,010 77,07 85,654
2006 20,703 20,54 80,092 79,46 100,795
2007 21,498 18,84 92,598 81,16 114,096
2008 17,516 14,05 107,157 85,95 124,673
2009 18,066 15,51 98,441 84,49 116,507
2010 66,960 42,44 90,811 57,56 157,771
Sumber: BPS, diolah
Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri, 2006-2011 (Triliun Rupiah)
Urai 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Real. Real. Real. Real. Real. | APBN-P
1. Penerimaan P 4909,2 491,0 658,7 619,9 723.3 878,7
a. Pajak Dalam Negeri 396,0 470,1 622,4 601,3 694,4 831,7
i. Pajak penghasilan 208,8 2384 3275 317,6 3570 432,0
1) Migas 43,2 44,0 77:0 50,0 58,9 65,2
2) Nonmigas 165,6 194,4 250,5 267,6 2982 366,7
ii. Pajak pertambahan nilai 123,0 154,5 209,6 193,1 230,6 298,4
ifi. Pajak Bumi dan Bangunan 20,9 23,7 25,4 24,3 28,6 29,1
iv. BPHTB 3,2 6,0 56 6,5 80 0,0
v. Cukai 87,8 44,7 51,3 56,7 66,2 68,1
vi. Pajak lainnya 2,3 2,7 3,0 3.1 4,0 4,2
b. Pajak Perdagangan Internasional 13,2 20,9 36.3 18,7 289 46,9
i. Beamasuk 12,1 16,7 22,8 18,1 20,0 21,5
ii. Bea keluar 1,1 4,2 13,6 0,6 8g 25.4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 227,0 215,1 320,6 z27,2 269,2 286,6
a. Penerimaan SDA 167,5 132,9 2245 139,0 1688 192,0
i. Migas 158,1 124,8 211,6 125,8 152,7 173,2
ii. Non Migas 9.4 8.1 12,8 18,2 16,1 18,8
b. Bagian Laba BUMN 21,5 23,2 29,1 26,0 30,1 28,8
¢. PNBP Lainnya a8.o 56,9 633 53,8 59,4 50,3
d. Pendapatan Badan Layanan Umum 0,0 2,1 8.5 8,4 10,8 154 |
5 Total 636,2 706,1 979,3 847 9925 | 1.165,3
*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan
Sumber: Kementerian Keuangan



Meski sumber daya alam memiliki
kontribusi yang besar bagi pembangunan, di
sisi lain ketersediaannya sering diabaikan.
Aturan yang harusnya ditaati sebagai landasan
melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau
kegiatan mendukung pembangunan dari sektor
ekonomi juga kurang diperhatikan. Akibat, ada
kecenderungan terjadi penurunan daya dukung
lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumber
daya alam serta penurunan kualitas lingkungan
hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai
dengan daya dukungnya dapat menimbulkan
krisis pangan, krisis air, krisis energi dan
lingkungan. Secara umum dapat dikatakan
bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam
dan komponen lingkungan hidup di Indonesia
cenderung mengalami penurunan kualitas dan
kuantitasnya dari waktu ke waktu.

3.3 KEBIJAKAN GREEN Economy D1
INDONESIA

Meskipun konsep green economy merupakan
suatu konsep yang relatif baru, sebenarnya konsep
ini merupakan pengembangan dari suistainable
development. Pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup yang sangat
populer dipergunakan di negara-negara Barat.
Istilah “Pembangunan Berkelanjutan” secara
resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV /
MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan istilah
“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
Lingkungan Hidup” digunakan dalam UU No.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Selain itu, juga dikenal ada lingkungan
dan pembangunan, sedangkan sebelumnya lebih
popular digunakan sebagai istilah “Pembangunan
yang berwawasan Lingkungan” sebagai terjemah
dari “Eco-development”.

Dewasa ini Indonesia berperan aktif pada
United Nations Conference on Environment and
Development (UNCED, atau lebih dikenal sebagai
“KTT Bumi) di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun
1992. Pada tahun 1997, Indonesia mengeluarkan
Agenda 21 Nasional yang berisikan rujukan
untuk memasukkan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan
nasional.
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Selanjutnya Agenda 21 Nasional diikuti
Agenda 21 Sektoral yang dikeluarkan tahun
2000, yang meliputi sektor pertambangan, energi,
perumahan, pariwisata, dan kehutanan. Beberapa
pemerintah daerah pun memulai penyusunan
Agenda 21 Lokal yang diharapkan dapat memberi
pedoman perencanaan pembangunan di tingkat
kecamatan, dan menjadi rujukan bagi berbagai
pihak untuk menyusun rencana-rencana aksi.

Indonesia juga telah menandantangani,
meratifikasi, dan menyetujui berbagai perjanjian
lingkungan multilateral termasuk Convention
on International Trade of Endangered Species
(CITES), Basel Convention on Hazardours
Waste, Vienna Convention on the Protection of
the Ozone Layer dan Montreal Protocol, United
Nations Convention on Biological Diversity
(UNCBD) dan Cartagena Protocol on Biosafety,
dan United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) dan Kyoto Protocol,
serta United Nations Convention to Combat
Desertification (UNCCD).

Sejak tahun 1992, Indonesia mengeluarkan
peraturan perundangan yang mendukung
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Beberapa di antaranya adalah UU No. 23
Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan
Hidup, menggantikan UU No. 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup. UU baru tahun 1999 tentang
Kehutanan menetapkan bahwa bila terjadi
kebakaran di dalam kawasan perkebunan,
tanggung jawab ditimpakan pada pemegang
konsesi hutan/perkebunan tersebut Indonesia
juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah
yang melarang praktik pembakaran untuk
membuka lahan. Untuk mengatasi kebakaran
hutan dan polusi asap lintas batas, Indonesia
memprioritaskan pencegahan.

Menyadari pentingnya green economy, dalam
Rapat Kerja yang dilakukan di Istana Tampak
Siring Bali pada 19-21 April 2010, Presiden RI
Susilo Bambang Yudhoyono menekankan 10
arahan guna mendorong pembangunan ekonomi
nasional untuk periode 2010-2014. Arahan yang
dikenal dengan Deklarasi Tampak Siring tersebut
sarat dengan spirit pembangunan berkelanjutan,
yang ditandai dengan filosofi “triple bottom line”
dalam pembangunan lima tahun mendatang.



Deklarasi tersebut diperkirakan akan kurang
memiliki dukungan politis (dari parlemen) yang
cukup kuat. Hal itu disebabkan oleh potensi
pergantian rezim di Indonesia yang cukup
besar, sementara arahan mempunyai jangka
waktu yang relatif pendek dan masih perlu
ditindaklanjuti dengan ketentuan, peraturan
maupun instruksi. Namun, deklarasi tersebut
dipastikan akan mendapat dukungan, baik secara
nasional maupun dari dunia global, karena (i)
berorientasi pada pembangunan berkelanjutan
atau menggunakan pola pembangunan yang
berpihak pada pertumbuhan (pro-growth),
berpihak pada rakyat (pro-poor), penyediaan
tenaga kerja (pro-job), dan pembangunan
lingkungan (pro-environment). (ii) selaras dengan
komitmen Indonesia pada dunia internasional
untuk menurunkan emisi karbon 26% (berasal dari
14% sektor tata guna lahan dan kehutanan, 6%
sektor energi, serta 6% sektor limbah) sehingga
tidak ada pilihan lain agar Indonesia harus lebih
serius menggarap ekonomi hijau.

Penerapan dan pelaksanaan green economy
yang terarah dan menyeluruh di Indonesia harus
ditunjang oleh kebijakan pemerintah untuk
menjamin keberhasilan penerapannya, seperti
yang telah ditetapkan oleh Kabinet Indonesia
Bersatu II dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional-nya (RPJMN) periode 2010
2014 sebagai dasar pengembangan perekonomian
Indonesia yang berkelanjutan yang antara lain
dilakukan melalui aplikasi green budgeting untuk
menata-kelola keuangan anggaran pemerintah.
Implementasi dari green budgeting antara lain
melalui penerapan green procurement pada
kebijakan publik.

3.4 PERANAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Sejalan dengan peranan Kementerian Keuangan,
fokus kebijakan Kementerian Keuangan terkait
dengan kebijakan dan insentif fiskal, pendanaan
iklim, pendekatan-pendekatan berbasis investasi
dan pasar. Dalam konteks inilah Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) kini tengah mengembangkan,
mengevaluasi dan menerapkan kebijakan fiskal
dan instrumen pendanaan yang dapat menyumbang
kepada tanggapan Indonesia terhadap perubahan

iklim secara keseluruhan (Zsu-Isu perubahan Iklim
& Kebijakan Fiskal, Inisiatif 2009).

Terdapat empat program aksi yang akan
dilakukan oleh BFK, Kementerian Keuangan,
yakni

v Mengembangkan kerangka kebijakan fiskal
yang jelas untuk menemukan perpaduan in-
strumen-instrumen kebijakan yang optimal
dalam rangka mendukung aksi perubahan
iklim dan investasi.

v' Meninjau prioritas-prioritas dan kebijakan-
kebijakan sektoral yang spesifik, di mana
investasi atau instrumen fiskal yang ramah
terhadap iklim dapat menyumbang kepada
upaya mitigasi.

v' Menjajaki cara-cara untuk meningkatkan
pendanaan karbon domestik dan kerangka
CDM yang ada untuk memfasilitasi proyek-
proyek mitigasi yang lebih besar dan lebih
luas.

v' Kementerian Keuangan sedang bekerja
sama dengan lembaga lain untuk mengem-
bangkan instrumen pembiayaan iklim
domestik.

BKEF juga telah menyusun sejumlah laporan
bersama Bank Dunia, Pemerintah Australia,
Jepang, dan Jerman yang meninjau opsi-opsi
strategis untuk mengatasi isu-isu mitigasi di
berbagai sektor. “Makalah Hijau” (Green Paper)
mengidentifikasi opsi-opsi kebijakan fiskal dan
ekonomi untuk melaksanakan mitigasi perubahan
iklim yang berfokus pada sektor energi dan
penggunaan lahan. Kementerian Keuangan
memperkuat kegiatan analisisnya terhadap
sektor kehutanan dengan melaksanakan studi
tentang isu-isu fiskal yang relevan dan laporan
tentang peraturan prosedur perizinan REDD.
Melalui kemitraan dengan Japan International
Cooperation Agency (JICA), Kementerian
Keuangan telah mengembangkan studi tentang
insentif fiskal dan nonfiskal untuk mempercepat
pengembangan energi panas bumi (geotermal).

Beberapa kebijakan fiskal yang kini tengah
dipertimbangkan Kementerian Keuangan dalam
rangka mendukung green economy adalah sebagai
berikut.
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1. Kebijakan untuk Mendorong Energi
Panas Bumi dan Energi Terbarukan

Indonesia memiliki potensi geotermal dan
sumber daya alam terbarukan dalam jumlah
yang sangat besar, namun kapasitas terpasangnya
masih sangat rendah. Melimpahnya sumber daya
energi terbarukan selain memiliki fungsi strategis
sebagai security of supply karena Keterbatasan
sumber daya energi primer yang berasal dari fosil,
juga akan berfungsi sebagai pemicu (precursor)
bagi kegiatan ekonomi.

Terdapat beberapa permasalahan yang
dihadapi dalam rangka pemanfaatan geotermal,
diantaranya adalah besarnya investasi yang
dibutuhkan untuk eksplorari dan eksploitasi
geotermal, masalah lahan dan pasar geotermal
yang masih terbatas. Adapun untuk sumber
daya terbarukan permasalahan yang munculnya
pada umumnya adalah potensi tersebar di
berbagai daerah dan pada umumnya kecil-kecil,
sehingga untuk pemanfaatan dalam skala besar
tidak memungkinkan. Adapun sebagai bahan
pembangkit listrik, pengunaan geotermal dan
sumber daya terbarukan jauh lebih murah.

Mengingat besarnya risiko yang dihadapi
dalam pengembangan geotermal dan sumber
daya alam terbarukan, maka pemerintah perlu
memberikan sejumlah insentif fiskal dan nonfiskal.
Hal ini sejalan dengan hasil studi antara BKF
dengan JICA yang merekomendasikan perlunya
insentif tersebut dalam rangka mempercepat
pengembangan energi geotermal oleh swasta.
Hasil studi tersebut juga mengidentifikasi
rintangan-rintangan yang ada terhadap
pengembangan energi geotermal. Studi tersebut
menganalisis penetapan harga dan nilai energi
geotermal dibandingkan dengan sumber energi
lainnya, dan meninjau struktur pajak dan royalti di
sektor ini. Studi tersebut mengevaluasi efektivitas
feed-in tariffs dan mengusulkan opsi-opsi untuk
meningkatkan partisipasi sektor swasta.

Temuan utama studi tersebut adalah bahwa
insentif untuk energi geotermal akan bermanfaat
secara sosial dan akan meningkatkan pendapatan
pemerintah. Dengan mendorong pertumbuhan
ekonomi, pengembangan energi panas bumi
dapat menghasilkan manfaat yang signifikan
bagi pemerintah dan masyarakat. Saat ini, harga
pembelian yang kurang menarik dan risiko
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sumber daya yang besar merupakan rintangan
terhadap investasi, tetapi rintangan-rintangan
tersebut dapat diatasi dengan kebijakan-kebijakan
insentif.

Makalah Hijau mengusulkan untuk
menghapuskan dua rintangan utama dalam
mengembangkan energi geotermal. Rekomendasi
pertama adalah mengurangi ketidakpastian terkait
dengan pengembangan energi geotermal dan
memberikan dasar yang lebih kuat untuk tender
eksploitasi geotermal dengan pemerintah (melalui
Badan Geologi) yang mendanai beberapa kegiatan
eksplorasi awal secara langsung.

Rekomendasi kedua adalah menekan ‘biaya
sebenarnya’ dari energi geotermal dengan
mempertimbangkan semua biaya yang melekat
pada sumber energi lain, seperti subsidi implisit
untuk pembangkit listrik tenaga batu bara.
Dokumen ini juga merekomendasikan struktur
tender dan sistem bagi hasil untuk memastikan
bahwa setiap manfaat di luar keuntungan
komersial normal akan dinikmati oleh rakyat
Indonesia dan bukan oleh pengusul proyek.

2. Kebijakan untuk Memperbaiki Hasil
Hutan dan Mengakses Pasar Karbon REDD

Salah satu unsur terpenting yang dapat
mempertahankan keseimbangan alam adalah hutan
tropis. Secara biologis, hutan tropis merupakan
ekosistem terkaya di bumi dan berperan penting
dalam hidrologi regional, penyimpanan karbon,
dan iklim global . Namun, perusakan hutan tropis
dengan cepat terus berlanjut, dengan sekitar 13
juta hektare hutan dihabisi setiap tahunnya. Laju
penggundulan hutan yang sedemikian tinggi telah
berpengaruh besar terhadap perubahan iklim
global. Berbagai sebab telah melatarbelakangi
perusakan hutan tersebut. Pada beberapa dekade
lampau, penebangan hutan lebih disebabkan oleh
pembukaaan lahan pertanian tradisional.

Sejalan dengan deforestasi dan degradasi
hutan, maka untuk mengatasinya secara efektif,
diperlukan sejumlah kebijakan komprehensif
yang mengatur penggunaan lahan secara lebih
luas. Analisis terakhir terhadap kebijakan fiskal
kehutanan Indonesia menunjukkan peluang
yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan
pemerintah yang berasal dari sektor kehutanan.



meskipun terdapat perbaikan tata pemerintahan
dan upaya-upaya yang lebih besar baru-baru ini
sehubungan dengan pembalakan liar.

Indonesia masih tetap kehilangan pendapatan
dari pajak dan non-pajak di sektor kehutanan.

Royalti dan pajak dari kayu perlu ditetapkan
pada tingkat yang tepat dan dilaksanakan secara
efektif untuk mengurangi eksploitasi secara
berlebihan dan mencapai pengelolaan hutan yang
berkelanjutan. Perbaikan pengelolaan hutan akan
meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan
manfaat (pendapatan dan mata pencaharian) bagi
pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Perbaikan pengelolaan juga akan mengurangi
faktor-faktor eksternal di luar lokasi pengelolaan
(kekeringan, banjir, polusi air) yang berdampak
terhadap masyarakat, pengguna sumber daya
dan pemerintah. Pengeluaran publik akibat
bencana banjir, longsoran lumpur, dan kebakaran
hutan dapat dikurangi dengan menganjurkan
praktik-praktik pengelolaan lahan yang lebih
berkelanjutan melalui perbaikan mekanisme dan
insentif fiskal yang dihadapi oleh pemerintah
daerah dan para pengelola hutan.

3. Kebijakan fiskal dan Isu Pendapatan di
Sektor Kehutanan.

Kurang lebih 90-100 juta hektare hutan Indonesia
merupakan bio-ekosistem yang telah memainkan
peranan penting dalam mendukung pembangunan
ekonomi, sumber pendapatan masyarakat pedesaan,
dan penyediaan layanan berbasis lingkungan.
Akan tetapi, pengelolaan hutan Indonesia tidak
dilakukan secara berkesinambungan. Selama dua
dekade terakhir, 1-2 juta hektare hutan telah hilang
melalui degradasi lahan dan perluasan area tanam
minyak sawit, kopi, cokelat, karet, dan tanaman
budi daya lainnya.

Eksploitasi hutan telah menghasilkan
kekayaan bagi sejumlah elit melalui likuidasi modal
kehutanan. Namun, hal ini telah menimbulkan
biaya berupa konflik sosial, degradasi lingkungan
dan kegagalan untuk mempertahankan sumber
daya bagi generasi mendatang. Membalikkan
keadaan ini tentu menuntut sebuah visi dalam
pemerintahan baru; bagaimana pengelolaan sektor
kehutanan yang layak, bermanfaat, dan adil.

Berdasarkan kondisi di atas, BKF melakukan
kerja sama dengan Bank Dunia dan Indonesia.
Badan Kebijakan Fiskal juga sedang mengkaji
instrumen kebijakan fiskal yang ada untuk
memperbaiki pengaturan dan pengelolaan sektor
kehutanan. Tujuan utama dari upaya ini adalah
memperbaiki pengaturan dan pengelolaan sektor
kehutanan, meningkatkan sumber dan stabilitas
pendapatan pemerintah, dan meningkatkan
potensi pembayaran REDD atas pengurangan
deforestasi. Kajian tersebut menawarkan sejumlah
opsi kebijakan. Pasal ini meninjau kebijakan-
kebijakan yang paling erat kaitannya dengan
tanggung jawab kebijakan fiskal Kementerian
Keuangan.

Dengan mengurangi duplikasi struktur
peraturan dan retribusi, iklim investasi dapat
ditingkatkan dan Pemerintah Indonesia dapat
mengetahui dengan lebih jelas besarnya
pendapatan yang diharapkan. Secara khusus,
royalti kehutanan dan dana reboisasi perlu
diintegrasikan dan tingkat tarif perlu disesuaikan
untuk meningkatkan efisiensi. Sistem retribusi
kehutanan perlu disederhanakan dan dioptimalkan
untuk memperbaiki insentif yang dihadapi
pemegang konsesi kehutanan dan untuk
mengurangi biaya pemungutan hasil hutan.

Di samping itu kebijakan lainnya yang tak
kalah penting adalah penghapusan peraturan-
peraturan daerah yang saling bertentangan atau
tumpah tindih. Pencabutan larangan ekspor kayu
bulat dapat meningkatkan harga kayu domestik
dan mengurangi penyeludupan kayu. Pelelangan
konsesi kehutanan dapat membantu meningkatkan
insentif dan transparansi. Pemberian bantuan
teknis, finansial dan akses ke pasar kepada
perusahaan kehutanan kecil dan menengah, serta
kepada investor di bidang teknologi pengolahan
yang baru dapat membantu menciptakan
lapangan pekerjaan, mencapai nilai tambah yang
lebih tinggi dan memperbaiki efisiensi dalam
pengolahan kayu. Kajian mengenai hal-hal ini
akan dilanjutkan dan diperluas pada tahun 2010.

4. Mekanisme Insentif Kehutanan Daerah

Salah satu komponen penting dari inisiatif
nasional untuk mengurangi deforestasi adalah
memberikan insentif kepada pemerintah daerah
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam
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rangka pengurangan karbon. Studi Makalah Hijau
mengusulkan suatu Mekanisme Insentif Daerah
yang akan memberikan pembayaran berdasarkan
hasil (outcome) dan pencapaian (milestone)
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Pemerintah daerah secara khusus mempunyai
wewenang atas keputusan penggunaan lahan
dan mempunyai kemampuan terbaik untuk
mengintegrasikan tindakan pengurangan karbon
dengan tujuan sosial, pembangunan, dan
lingkungan di daerah.

Mekanisme tersebut dirancang untuk
memberikan pembayaran insentif kepada
pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan
hutannya. Hal ini dapat mempunyai hubungan yang
efektif dengan pembayaran REDD internasional
yang semakin banyak didasarkan pada hasil-hasil
karbon. Bilamana mungkin, mekanisme tersebut
hendaknya bukan hanya menggunakan sistem-
sistem serupa untuk pengukuran, pelaporan, dan
verifikasi sebagai sistem REDD internasional,
melainkan juga memungkinkan definisi hasil yang
lebih fleksibel di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari hasil analisis di atas
adalah sebagai berikut.

1. Konsep pembangunan berkelanjutan di
Indonesia telah diamanatkan dalam Pem-
bukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal
ini sejalan dengan hasil Konferensi PBB
tentang Lingkungan Hidup yang diadakan
di Stockholm Tahun 1972, Deklarasi
Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de
Janeiro Tahun 1992, dan KTT Pembangun-
an Berkelanjutan di Johannesburg Tahun
2002 yang menyepakati prinsip dalam
pengambilan keputusan pembangunan
harus memperhatikan dimensi lingkungan.

2. Penerapan dan pelaksanaan green econo-
my di Indonesia didasarkan pada Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) periode 2010-2014. Sebagai
implementasinya adalah melalui green
budgeting untuk menata kelola keuangan
anggaran pemerintah. Implementasi dari
green budgeting antara lain melalui penera-
pan green procurement pada kebijakan
publik.

3. Dalam rangka mengembangkan green
economy, BKF kini tengah mengembang-
kan, mengevaluasi, dan menerapkan kebi-
jakan fiskal dan instrumen pendanaan yang
dapat menyumbang kepada tanggapan
Indonesia terhadap perubahan iklim secara
keseluruhan (Isu-Isu perubahan Iklim &
Kebijakan Fiskal, Inisiatif 2009).

4.2 REKOMENDASI

Green economy merupakan suatu model
pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi
mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis
eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan
yang berlebihan. Green economy merupakan
suatu lompatan besar untuk meninggalkan
praktik-praktik ekonomi yang mementingkan
keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan
berbagai permasalahan yang mendesak untuk
ditangani, termasuk di antaranya menggerakkan
perekonomian yang rendah karbon (low carbon
economy).

Peranan Kementerian Keuangan dalam
mengimplementasikan konsep green economy
sangat penting. Selama ini kebijakan fiskal
untuk green economy masih terbatas pada
pengembangan opsi-opsi kebijakan fiskal
dan ekonomi untuk melaksanakan mitigasi
perubahan iklim yang berfokus pada sektor
energi dan penggunaan lahan. Ke depan tantangan
Kementerian Keuangan adalah mengembangkan
kebijakan fiskal untuk dorongan kepada sektor
industri menuju green industry, green electricity.
Di samping itu, sejalan dengan konsep green
economy, Kementerian Keuangan juga dituntut
untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang
berorientasi pada green budgeting.
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